
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
PeralCal &111 PembanglSlan Nasiolal (lembaran Negara T ahun 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 
4400); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

I 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan I 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan j 
Lembaran Negara Nomor 4355); I:: 

Iii 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teNntang PTemhbentukan i 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran egara a un 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

1. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengajuan SPP langsung, SPP Uang 
Persediaan, SPP Ganti Uang Persediaan dan SPP Tambahan Uang 
Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 

Menimbang a. bahwa untuk membiayai keperluan belanja yang bersifat tetap 
sebelum ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu memberikan 
pedoman dan penyediaan dana untuk membiayai kegiatan 
dimaksud; 

TENTANG 

PENGAJUAN SPP LANGSUNG, SPP UANG PERSEDIAAN, SPP GANTI UANG 
PERSEDIAAN DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

BAGI SATUAN KERJA PERANGKA T DAERAH (SKPD) DAN SA TUAN KERJA 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) 

BUPATI REMBANG, 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
NOMOR ,48 TAHUN 2007 

BUPATI REMBANG 



4. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oieh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan l8lQ persediaan guna 
melaksanakan kegia«a, SKPD yang belsifa mendesak dan tidak 
dapat digunakan w** pembayaan langsung dan UMQ 

3. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

2. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen 

yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran 
gaji d~nQan jurnlflh', 1,penerima~ peruntukan dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

Pasal 1 

PERA TU RAN BUPATI REMBANG TENT ANG PENGAJUAN SPP 
LANGSUNG, SPP UANG PERSEDIAAN, SPP GANT! UANG 
PERSEDIAAN DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI 
SA TUAN KERJA PERANGKA T DAERAH (SKPD) DAN SA TUAN 
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T ahun Anggaran 2007 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 114) 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

Menetapkan 
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Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 19 orz~P9(i ;)«)7 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG 

H. MOCH. SALIM 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal \9 ~b2r ~l 

BUPATI REMBANG 

Q' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal4 
d. Belanja Tidak Terduga. 

Penggunaan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibatasi hanya untuk belanja 
yang bersifat tetap seperti : 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa untuk keperfuan sehari-hari seperti : 

t Belanja bahan pakai habis (Obat-obatan): 
2. Belanja jasa kantor; ' 
3. Belanja perawatan kendaraan bermotor; 
4. Belanja cetak dan penggandaan; 
s. Belanja makanan dan minuman (Pasien): 
6. Belanja perjalanan dinas. ' 

c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo pada pengeluaran pembiayaan daerah 
untuk SKPKD 

Pasal 3 

Pengajuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pengeluaran setiap 
bulan setinggi-tingginyai sebesar seper duabelas dari angka Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. 

Pasal 2 


